
GUBERNUR LAMPUNG 
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 

NOMOR 6 TAHUN 2018
 

TENTANG
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN
 

PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT
 
DI BIDANG KEPEGAWAlAN
 

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menirnbang a.	 bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan 
Gubernur Larnpung Nomor 31 Tahun 2017 tentang 
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa dan Surat
Surat dibidang Kepegawaian, dalarn rangka rnendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur di bidang 
kepegawaian, rnaka Peraturan Gubernur Lampung dirnaksud 
perlu diubah; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud 
pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib 
pelaksanaannya perlu menetapkan kernbali perubahan atas 
Peraturan Gubernur Larnpung Nornor 31 Tahun 2017 tentang 
Pendelegasian Wewenang dan Pernberian Kuasa 
Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang 
Kepegawaian dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur 
Larnpung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
~ 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Larnpung 
dengan rnengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
menjadi Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015; 

4.	 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi 
Pernerintahan; 

5.	 Peraturan Pernerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tabun 1990; 

6.	 Peraturan Pernerintah Nornor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 



7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Lampung sebagaimana telah diusulkan dengan Peraturan 
Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:	 PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2017 
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERlAN 
KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT 
DI BIDANG KEPEGAWAlAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 
Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian 
Kuasa Menandatangani Keputusan Dan Surat-Surat Di Bidang 
Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 
31) diubah sebagai berikut: 

1.	 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1.	 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung 
adalah Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut 
Gubernur. 

2.	 Pejabat Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau 
kewenangan dari Gubernur Lampung kepada pejabat 
struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas 
nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di 
bidang kepegawaian. 

3.	 Pejabat Pemberi Kuasa adalah Gubemur. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

5.	 Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi 
Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung' 

6.	 Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD 
adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. 

7.	 Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. 

8.	 Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

9.	 Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhcntian Pegawai 
Negeri Sipil dan kuasa untuk menandatangani keputusan di 
bidang kepegawaian adalah pejabat struktural di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung. 

10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS 
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung. 



11.	 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 
Sipil Daerah Provinsi Lampung. 

12.	 Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari 
Gubernur Lampung kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri menandatangani 
keputusan di bidang kepegawaian. 

13.	 Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa kepada pejaba.t struktural di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Gubernur untuk 
menandatangani Keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian 

2.	 Diantara Pasal 2 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga 
berbunyi selengkapnya sebagai berikut: 

Pasal3 A 

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Asisten 
Administrasi Umum Sekretaris Daerah untuk menetapkan Keputusan dan atau 
mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 
kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur irii, 

3.	 Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Lampung Nornor 31 Tahun 2017 
tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Menandatangani 
Keputusan Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian, sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisah dari Peraturan Gubernur inl. 

Pasa! II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung, 

Ditetapkan di Telukbetung
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GUBERNUR L NG, 

M. 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 11 - 1 2018 

Pit.	 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

I"~~Z'S'UPembina Utama Madya 
NIP. 196402091989031008 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR .. 



) 

)LAMPIRAN	 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR : 6 TAHUN 2018 
TANGGAL: 11 2018 

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAlAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DIBIDA-NG KEPEGAWAlAN YANG DIDELEGASlKAN 

ASISTEN 
ADMINISTRASI UMUM 

1. I Penetapan Pengangkatan 
CPNS. 

2. I I I Penetapan Pengangkatan 
CPNS menjadi PNS. 

3. I Penetapan Pemindahan 
PNS. 

a. Dad Provinsi Lampung 
ke Kabupaten I Kota 
dalam Provinsi 
Lampung dan 
sebaliknva. 

b. Antar Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
dilingkungan 
Pemerintah Provinsi 
Lampung. 

e. Antar KabupatenIKota 
dalam Provinsi 
Lampung. 

4. I Surat pengantar usul dan 
nota usul kenaikan pangkat 
bagi PNS Gol. IVle keatas 
di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupatenl 
Kota. 

Surat pengantar usul dan 
nota usul kenaikan pangkat 
bagi PNS Gol. IVIb 
kebawah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan 
PNS Gol IVla sid IVIb 
Kabuoatenl Kota. 

( 
\ 
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5. Penetapan Penyesuaian 
Masa Kerja PNS. 

6. Penetapan Kenaikan 
Pangkat bagi PNS yang 
berpangkat Pembina 
Golongan IVla ke atas. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Penetapan Kenaikan Pangkat 
bagi PNS yang berpangkat 
Pengatur Muda Golongan 
IlIa s.d. Penata Tingkat I 
Golongan III/d. 
Menandatangani salinan dan 
petikan kenaikan pangkat 
bagi PNS yang berpangkat 
Pembina Gol. IVla keatas. 

Kenaikan Gaji Berkala PNS 
yang berpangkat Pembina 
Utama Muda Golongan IVIe 
ke atas. 

Penetapan Penyesuaian 
Jenjang Pendidikan bagi 
PNS. 

Kota. 

Penetapan Kenaikan Pangkat 
bagi PNS yang berpangkat 
Juru Tingkat I Golongan I/d 
ke bawah. 

Menandatangani salinan dan Menandatangani salinan 
petikan kenaikan pangkat dan petikan kenaikan 
bagi PNS yang berpangkat pangkat bagi PNS yang 
Pengatur muda Gol. Ilia s.d berpangkat Juru Tingkat I 
Penata Tingkat I Gol. III/d kebawah. 
keatas. 

Kenaikan Gaji Berkala PNS Kenaikan Gaji Berkala 
yang berpangkat Golongan PNS yang berpangkat Juru 
III/a s.d. IVlb. Tingkat I Golongan IIId ke 

bawah. 

Menetapkan keputusan 
Tentang penggantian 
(duplikat) keputusan di 
Bidang Kepegawaian. 

Menandatangani salinan dan 
petikan Penyesuaian jenjang 
pendidikan bagi PNS. 
Menandatangani surat 
(pengantar) usul dan nota 
usul kenaikan pangkat bagi 
PNS di lingkungan 
Pemerintah Provinsi 
Lampung. 
Menandatangni surat 
(pengantar) usul kenaikan 
pangkat bagi PNS 
dilingkungan Kabupaten/ 

( 
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Menandatangani keputusan 
tentang Pemberian / 
pencabutan tugas belajar 
PNS yang mengikuti 
pendidikan di dalam negeri 
dan luar negeri setelah 
rnendapat persetujuan 
Gubernur. 

IS. 

14. 

Menandatangani keputusan 
tentang Pemberian izin 
belajar PNS yang mengikuti 
program pendidikan S3 dan 
S2 setelah mendapat 
persetujuan Gubernur. 

Menandatangani keputusan 
tentang Pernberian izin 
belajar PNS yang mengikuti 
program pendidikan S] 

kebawah setelah mendapat ~ 
persetujuan Gubernur. 

16. 

] 7. 

] 8. 

Menandatangani surat 
perintah untuk mengikuti 
Diklatpim Tk. l. 

I [' 

+ dan UJian Penyesuaian 

_ I ~Kenaikan Pangkat. I 
. I --- Menandatangani Keputusan 1--------------- ------- ---Menandatangani Salinan Menandatangani Salinan dan T-I

tentang Pengangkatan, 1 dan Petikan Keputusan Petikan Keputusan tentang 
Pemindahan dan I tentang Pengangkatan, Pengangkatan, Pemindahan 

- . .. dan Pemberhentian PNSI Pemberhentian PNS dalam remmcanan can
 
I dan dari Jabatan Struktural Pemberhentian PNS dalam dalam dan dari Jabatan
 

Menandatangani surat Menandatangani surat 
perintah untuk mengikuti perintah untuk mengikuti I 
Diklat Prajabatan, Diklatpim Diklat TeknisIDiklat 
Tk. II, III dan IV. Fungsional. 

~~~a~ld~;~~antJjian ~~~r::~ I l _ 1 t--'----~~
 

Ess.II, III dan IV di dan dari Jabatan Struktural Struktural Ess,III IV di 
\ Lingkungan pemprovll ESS,II, di Lingkungan Lingkungan Pemerintah 

Lampung. Pernprov. Lamnunz. _ [Pemprov. Larnpung. 

I19J----- 1---------- Menandatangani Keputusan ------,. -Menandatangani Salina~ dan Menandat'a ngani salin~~---
' tentang Penyesuaian Jenjang Petikan Keputusan tentang dan Petikan Keputus; I 

I Jabatan Fungsional dan Penyesuaian Jenjang Jabatan Kepala BKD Provo I 
Penandatanganan Penetapan Fungsional Lampung tentang 

IAngka Kredit (PAK) bagi Penyesuaian Jenjang 
Pejabat Fungsional I -Menandatangani Keputusan Jabfung di Lingkungan 

I ' ' IGolongan IV di Lingkungan I tentang Penyesuaian Jenjang Provinsi Lampung 

lJ________ ~lPm::=~ L ~ l;~::£~:~!i~~~SL ~ ._._, 
(. 

I 



sid .(II~/d) di LingkunganI I 
ProvlUSl Lampung. I I

I
I 

-t-~-------------l ~--~--t--  Ill-------- -II ---1Me,.andatangani Sum!r 

I 

hormat PNS yang I i PNS yang berpangkat Penata PNS yang berpangkat
 

dan Pembina TkI (IVIb). (Ill/d) setelah mendapat . setelah rnendapat f
 

t
I 

I --+-rersetl1j~an Gubernur .. --------------- Ipersetujuan Gube!?ur - -------------+ ---I 
24. r- I ~embenanl Penolakan lZlIl I 

___ -..1 .__.____ __ l JEi];~::-':~2:,.,~~! L_~ j~ l J 

Perintah Pelaksana Tugas
I (PIt) dan Surat Perintah 

Pelaksana Harian (Plh) bagi 
Pejabat struktural Eselon II, 
III, dan IV di Lingkungan 

_______2rovinsi Lampung. 
. - Penetapan keputusan bebas 

tugas dalam masa 
21. 

tugas dalam masa persiapan 
persiapan pensiun PNS pensiun PNS yang 
yang berpangkat Pembina berpangkat Penata Muda 
Gol. IVla ke atas. Gal. III/a sid Penata Tingkat 

I Gol. IWd setelah mendapat 
persetujuan Gubernur 

22 I Penetapan keputusanr------
pemberhentian dengan I 
hormat/tidak dengan 
harmat PNS Kab/Kota 
yang berpangkat Pembina 
(IV/a) dan Pembina TkI 

23 .-~. keputusan~~~:pan---kePlitusa~ 1--------IPenetapan 

pemberhentian dengan pemberhentian dengan 
horrnat/tidak dengan I I hormat/tidak dengan hormat 

I 

I 

Penetapan keputusan bebas 
tugas dalam masa persiapan 
pensiun PNS yang 
berpangkat Pengatur Tingkat 
I Gal. IIId kebawah setelah 
mendapat persetujuan i 

Gubernur. 

.-------. Penetapan ----- keputus~---------------+- --j 

pemberhentian dengan
 
hormat/tidak dengan hormat I
 

( 



25. Pemberian cuti bagi PNS: 
*Pejabat Tinggi Madya 
(Struktural Esselon I), dan 
Pejabat Fungsional Utama. 

*Cuti diluar Tanggungan 
Negara bagi seluruh PNS. 

*Cuti Tahunan, Cuti Besar, 
Cuti Sakit, Cuti 
Melahirkan dan Cuti 
Karena Alasan Penting 
yang akan dijalankan di 
Luar Negeri bagi seluruh 
PNS. 

Pemberian Cuti bagi 
PNS: 
Pejabat Pirnpinan 
Tinggi Pratama 
(Struktural Esselon II), 
yang akan dijalankan di 
Dalarn Negeri berupa : 
Cuti Tahunan 
Cuti Besar 
Cuti Sakit 
Cuti Bersalin 
Cuti karena Alasan 
Penting. 

Pemberian Cuti bagi PNS : 
Pejabat Administrator 
(Struktural Esselon III) yang 
akan dijalankan di Dalam 
Negeri berupa: 
Cuti Tahunan 
Cuti Besar 
Cuti Sakit 
Cuti Bersalin 
Cuti karena Alasan Penting. 

Pemberian Cuti bagi PNS : 
Pejabat Pengawas 
(Struktural Esselon IV) dan 
latau Pejabat Fungsional 
Gol. III dan IV yang akan 
dijalankan di Dalam Negeri 
berupa: 
Cuti Tahunan 
Cuti Besar 
Cuti Sakit 
Cuti Bersalin 
Cuti karena 
Alasan Penting 
Cuti sakit lebih dari 14 hari 
bagi JFU dan Pejabat 
Fungsional Gol Il. 
- Cuti Besar bagi JFU dan 

Pejabat Fungsional Gol. 
II. 

26. Menandatangani surat 
usul pemberian tanda 
penghargaan Satya 
Lencana Karya Satya 

( (SLKS). 

\27. Pengambilan sumpah dan Pengambilan sumpah dan 
janji CPNS. janji CPNS. 

'<
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8. 

.9.. BIRO HUKUM 

Pejabat Pelaksana (JFU) 
dan atau pejabat 
Fungsional Golongan II 
yang akan dijalankan di 
Dalarn Negeri berupa: 
- Cuti Tahunan 
- Cuti Sakit 1 sid 14 hari. 
- Cuti Bersalin. 
- Cuti karena Alasan 

Penting. 

GUBERNUR LAMPUNG,
 




